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PENETAPAN
Nomor 293/Pdt.P/2024/PA.Buol

Z AR ’
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DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA BUOL

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama dalam
sidang Hakim Tunggal secara Elektronik telah menjatuhkan penetapan sebagai

berikut dalam perkara Perkawinan/ Istbat Nikah yang diajukan oleh:

Hasan Djaafar bin Djaafar, NIK 7205090705670002, Tempat/Tanggal Lahir,
Bodi, 07 Mei 1967, agama Islam, pekerjaan nelayan,
pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat
kediaman di Desa Bulagidun Tanjung, Kecamatan
Gadung, Kabupaten Buol, Hp 082246514336, E-Mail

hasandjayargi@gmail.com, sebagai Pemohon I;

Saida Amar bin Madan binti Amar bin Madan, NIK 7205094305700001,
Tempat/Tanggal Lahir, Buol, 03 Mei 1970, agama Islam,
pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, pendidikan Sekolah
Dasar, tempat kediaman di Desa Bulagidun Tanjung,
Kecamatan Gadung, Kabupaten Buol, sebagai Pemohon
I;

Pemohon | dan Pemohon Il selanjutnya secara bersama-sama disebut

sebagai para Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;
Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;
Telah mendengar keterangan para Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA
Bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 24

Oktober 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Buol pada
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tanggal tersebut dengan register perkara Nomor 290/Pdt.P/2024/PA.Buol,

mengemukakan hal-hal sebagai berikut:
1. Bahwa pada tanggal 27 Juli 1991, Pemohon | dengan Pemohon Il
melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di rumah orang tua
Pemohon Il di Desa Bulagidun Tanjung, Kecamatan Gadung, Kabupaten
Buol;
2, Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon | berstatus jejaka
dan Pemohon Il berstatus perawan dan tidak sedang dalam pinangan orang
lain; pernikahan dilangsungkan dengan wali nikah kakak kandung Pemohon
Il Bernama Umar menikahkan sendiri para Pemohon, Bertindak sebagai
saksi nikah adalah seorang laki-laki aqil baligh masing-masing bernama
Sidik Jaafar dan Modehito Jaapar dengan mahar uang tunai senilai 80.000
(delapan puluh ribu rupiah) dibayar tunai;
3. Bahwa antara Pemohon | dan Pemohon Il tidak ada pertalian nasab,
pertalian kerabat semenda ataupun pertalian sesusuan yang menyebabkan
adanya larangan untuk melangsungkan perkawinan, baik menurut ketentuan
hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
4. Bahwa setelah pernikahan tersebut, Pemohon | dan Pemohon Il
hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 1 (satu)
orang anak yang bernama Salman bin Hasan Djaafar lahir tanggal 26
Oktober 2014;
5. Bahwa selama pernikahan antara Pemohon | dan Pemohon Il tidak
pernah terjadi perceraian dan Pemohon | tidak sedang dalam ikatan
perkawinan dengan perempuan lain serta tidak ada pihak ketiga yang
mengganggu gugat status perkawinan Pemohon | dengan Pemohon I
tersebut dan selama itu pula Pemohon | dengan Pemohon II tetap beragama
Islam;
6. Bahwa sampai sekarang para Pemohon tidak mempunyai buku
nikah, karena perkawinan Pemohon | dengan Pemohon Il tidak terdaftar di
Kantor Urusan Agama dengan alasan para Pemohon tidak mendaftarkan
pernikahannya sehingga buku nikah para Pemohon tidak terbit;
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7. Bahwa saat ini Pemohon | dengan Pemohon Il membutuhkan buku
nikah tersebut untuk kepastian hukum perkawinan Pemohon | dan Pemohon

Il serta untuk kepentingan hukum lainnya;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon | dengan Pemaohon I
mohon agar Ketua Pengadilan Agama Buol cg. Majelis Hakim yang memeriksa
dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya
berbunyi sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;

2. Menyatakan sah perkawinan Pemohon | Hasan Djaafar bin Djaafar dengan
Pemohon Il Saida Amar bin Madan binti Amar bin Madan yang
dilangsungkan pada tanggal 27 Juli 1991 di Desa Bulagidun Tanjung,
Kecamatan Gadung, Kabupaten Buol;

3. Membebankan biaya perkara sesuai peraturan yang berlaku;

Subsider:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain dalam kaitannya dengan
perkara ini mohon penetapan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa permohonan Itsbat Nikah tersebut telah diumumkan pada papan
pengumuman Pengadilan Agama Buol untuk masa pengumuman selama 14
hari sebelum perkara ini disidangkan, namun sampai perkara ini disidangkan
tidak ada pihak yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Buol
sehubungan dengan permohonan Itsbat Nikah tersebut;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan para Pemohon yang
telah dipanggil secara eletronik datang menghadap di persidangan dan telah
memberikan keterangan yang cukup, kepada para Pemohon telah diberikan
penjelasan dan nasehat terkait pengesahan nikah (itsbat nikah);

Bahwa sehubungan dengan pendaftaran perkara secara ecourt, Hakim
pemeriksa telah memeriksa kelengkapan berkas e-court untuk beracara secara
e-court dan telah memenuhi syarat dan ketentuan yang berlaku. Kemudian
memberi penjelasan tentang hak dan kewajiban para pihak terkait persidangan

secara elektronik;
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Bahwa selanjutnya dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk
umum pemeriksaan perkara dimulai dengan membacakan permohonan para
Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa para Pemohon selanjutnya untuk menguatkan dalil
permohonannya telah mengajukan alat bukti tertulis sebagai berikut:

Bukti Surat.

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon |, dengan
nomor 7205090705670002, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten
Buol, Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim Tunggal, dicocokkan
dengan aslinya yang ternyata sesuai, bermeterai cukup dan telah
dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.1). Diberi tanggal dan paraf
Hakim;

2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon Il, dengan
nomor 7205094305700001, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten
Buol, Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim Tunggal, dicocokkan
dengan aslinya yang ternyata sesuai, bermeterai cukup dan telah
dinazegelen, ke mudian diberi kode bukti (P.2). Diberi tanggal dan paraf
Hakim;

Bukti Saksi.
1. Modehito Jaafar bin Jaafar, umur 59 tahun, agama Islam, di
bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai
berikut;
- Bahwa saksi mengenal para Pemohon karena saksi adalah
kakak kandung Pemohon I;
- Bahwa saksi mengetahui para Pemohon menikah secara
sirri menurut hukum Islam pada tahun 1991 di Desa Bulagidun Tanjung,
Kecamatan Gadung, kabupaten Buol;
- Bahwa yang menjadi wali nikah dan yang menikahkan para
Pemohon pada pernikahan tersebut adalah kakak kandung Pemohon I
yang bernama Amar bin Madan, karena pada saat itu ayah kandung

Pemohon Il telah meninggal dunia;
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- Bahwa yang menjadi saksi nikah pada saat terjadinya ijab
kabul adalah Sidik Jaafar dan Modehito Jaapar;
- Bahwa mahar yang diberikan Pemohon | kepada Pemohon
Il pada waktu itu berupa uang senilai Rp80.000,00 (delapan puluh ribu
rupiah) dibayar tunai;
- Bahwa sebelum menikah Pemohon | berstatus Jejaka dan
Pemohon Il berstatus Perawan;
- Bahwa pada saat menikah Pemohon | tidak terikat
perkawinan dengan perempuan lain, dan Pemohon Il tidak terikat
perkawinan dengan laki-laki lain;
- Bahwa antara Pemohon | dan Pemohon Il tidak ada
hubungan keluarga atau sesusuan atau hal lain yang menghalangi
pernikahan Pemohon | dengan Pemohon lI;
- Bahwa Pemohon | dengan Pemohon Il tidak pernah
bercerai, keduanya hidup rukun sampai saat ini;
- Bahwa selama pernikahan Pemohon | dengan Pemohon I
tidak ada pihak yang keberatan;
- Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon | dengan
Pemohon Il telah dikaruniai seorang anak;
- Bahwa itsbat nikah para Pemohon dimaksudkan untuk
pengurusan kelengkapan dokumen kependudukan;

2. Sidik Jaafar bin Jaafar, umur 71 tahun, agama Islam, di bawah

sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;
= Bahwa saksi mengenal para Pemohon karena saksi adalah
kakak kandung Pemohon I;
- Bahwa saksi mengetahui para Pemohon menikah secara
sirri menurut hukum Islam pada tahun 1991 di Desa Bulagidun Tanjung,
Kecamatan Gadung, kabupaten Buol;
- Bahwa yang menjadi wali nikah dan yang menikahkan para
Pemohon pada pernikahan tersebut adalah kakak kandung Pemohon I
yang bernama Amar bin Madan, karena pada saat itu ayah kandung

Pemohon Il telah meninggal dunia;
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- Bahwa yang menjadi saksi nikah pada saat terjadinya ijab
kabul adalah Sidik Jaafar dan Modehito Jaapar;

- Bahwa mahar yang diberikan Pemohon | kepada Pemohon
Il pada waktu itu berupa uang senilai Rp80.000,00 (delapan puluh ribu
rupiah) dibayar tunai;

- Bahwa sebelum menikah Pemohon | berstatus Jejaka dan
Pemohon Il berstatus Perawan;

- Bahwa pada saat menikah Pemohon | tidak terikat
perkawinan dengan perempuan lain, dan Pemohon Il tidak terikat
perkawinan dengan laki-laki lain;

- Bahwa antara Pemohon | dan Pemohon Il tidak ada
hubungan keluarga atau sesusuan atau hal lain yang menghalangi
pernikahan Pemohon | dengan Pemohon lI;

- Bahwa Pemohon | dengan Pemohon Il tidak pernah
bercerai, keduanya hidup rukun sampai saat ini;

- Bahwa selama pernikahan Pemohon | dengan Pemohon I
tidak ada pihak yang keberatan;

- Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon | dengan
Pemohon Il telah dikaruniai seorang anak;

- Bahwa itsbat nikah para Pemohon dimaksudkan untuk

pengurusan kelengkapan dokumen kependudukan;

Bahwa selanjutnya para Pemohon tidak mengajukan apapun lagi dan
mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala
sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai
bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon

adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa permohonan Itsbat Nikah para Pemohon telah

diumumkan selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun ternyata
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tidak ada pihak yang mengajukan keberatan atas permohonan Itsbat Nikah
tersebut, maka Hakim menilai perkara ini dapat dilanjutkan pemeriksaannya;

Menimbang, bahwa permohonan Itsbat Nikah para Pemohon
didasarkan atas dalil-dalil yang pada pokoknya bahwa Pemohon | dengan
Pemohon Il telah menikah menurut agama Islam pada tanggal 27 Juli 1991 di
Desa Bulagidun Tanjung, Kecamatan Gadung, kabupaten Buol, dengan wali
nikah Kakak kandung Pemohon Il bernama Amar bin Madan, dengan mahar
berupa uang senilai Rp80.000,00 (delapan puluh ribu rupiah) dibayar tunai, dan
dihadiri 2 orang saksi bernama Sidik Jaafar dan Modehito Jaapar, namun
perkawinan para Pemohon tersebut tidak tercatat di kantor urusan agama
setempat, sehingga para Pemohon mengajukan permohonan isbath nikah
untuk mendapatkan buku kutipan akta nikah serta untuk kepentingan dokumen
lainnya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil
permohonannya, para Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti surat dengan
kode P.1, dan P.2, dan dua orang saksi di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.1) dan (P.2) tersebut terbukti
Pemohon | dan Pemohon Il tercatat sebagai warga yang berdomisili di
Kabupaten Buol sehingga berdasarkan hal tersebut perkara a quo yang
diajukan oleh para Pemohon merupakan kewenangan relatif Pengadilan Agama
Buol vide Pasal 73 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah
menjadi Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50
tahun 2009 tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa para Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi
dalam persidangan yaitu Modehito Jaafar bin Jaafar dan Sidik Jaafar bin Jaafar,
para saksi tersebut adalah orang-orang dewasa yang memberikan keterangan
berdasarkan pengetahuan sendiri yang disampaikan dengan cara berpisah satu
sama lain di bawah sumpah di muka sidang, isi keterangan para saksi
sebagaimana yang telah diuraikan dalam duduk perkara ternyata secara materil
saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak
dibuktikan oleh para Pemohon dan tidak terdapat halangan diterimanya
kesaksian para saksi tersebut, maka Hakim menilai kesaksian tersebut telah
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memenuhi syarat formil dan materil, sehingga dapat diterima dan dijadikan
sebagai alat bukti yang sah untuk menguatkan dalil-dalil permohonan para
Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan dan keterangan
para Pemohon yang dihubungkan dengan hasil analisa alat-alat bukti
sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, maka telah ditemukan fakta-fakta
hukum sebagai berikut:

1. Bahwa telah terjadi pernikahan antara Pemohon | dan Pemohon Il pada
tanggal 27 Juli 1991 di Desa Bulagidun Tanjung, Kecamatan Gadung,
kabupaten Buol, dengan wali nikah Kakak kandung Pemohon Il bernama
Amar bin Madan, dengan mahar berupa uang senilai Rp80.000,00 (delapan
puluh ribu rupiah) dibayar tunai, dan dihadiri 2 orang saksi bernama Sidik
Jaafar dan Modehito Jaapar;

2. Bahwa sebelum menikah Pemohon | berstatus jejaka dan Pemohon Il
berstatus perawan;

3. Bahwa Pemohon | tidak terikat perkawinan dengan perempuan lain, dan
Pemohon Il tidak terikat perkawinan dengan laki-laki lain;

4. Bahwa antara Pemohon | dan Pemohon Il tidak ada hubungan keluarga
atau sesusuan atau hal lain yang menghalangi pernikahan Pemohon |
dengan Pemohon II;

5. Bahwa setelah menikah para pemohon tidak pernah mengalami
perceraian;

6. Bahwa selama pernikahan Pemohon | dengan Pemohon Il tidak pernah
ada pihak yang keberatan;

7. Bahwa itsbat nikah para Pemohon dimaksudkan untuk pengurusan

kelengkapan dokumen kependudukan.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas
menunjukkan bahwa dalam perkawinan Pemohon | dengan Pemohon Il sudah
ada mempelai laki-laki dan mempelai perempuan, ada wali nikah bagi
mempelai perempuan, ada dua orang saksi dan ada ijab kabul yang diucapkan
oleh Pemohon | kepada calon mempelai perempuan yang mewakilinya. Oleh

karena itu, Hakim menilai perkawinan tersebut telah memenuhi rukun dan
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syarat perkawinan sebagaimana diatur dalam Pasal 14 dan Pasal 30 Kompilasi
Hukum Islam. Rukun dan syarat perkawinan itu sendiri telah sesuai dengan

ketentuan Pasal 20, 24, 28, dan 30 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa antara Pemohon | dan Pemohon Il tidak ada
halangan perkawinan baik karena pertalian nasab, semenda dan/atau
sesusuan. Selain itu Pemohon | tidak sedang terikat perkawinan dengan
perempuan lain sedangkan Pemohon Il tidak sedang terikat perkawinan dengan
laki-laki lain dan tidak sedang dalam masa iddah. Oleh karena itu, Hakim
menilai bahwa perkawinan Pemohon | dan Pemohon Il tidak melanggar
larangan dan halangan perkawinan sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal
8 sampai dengan Pasal 11 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 39
sampai dengan Pasal 42 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa karena perkawinan para Pemohon telah memenuhi
rukun dan syarat perkawinan, tidak melanggar ketentuan mengenai
halangan/larangan perkawinan, dan permohonan pengesahannya diajukan
untuk maksud yang tidak bertentangan dengan hukum, maka pengadilan dapat
mengabulkan permohonan para Pemohon tersebut dengan menyatakan sah
perkawinan Pemohon | dengan Pemohon Il yang berlangsung pada tanggal 27
Juli 1991 di Desa Bulagidun Tanjung, Kecamatan Gadung, kabupaten Buol;

Menimbang, bahwa untuk tertibnya pelaksanaan pencatatan perkawinan,
maka sesuai maksud dan kehendak Pasal 8 ayat (2), Pasal 35 huruf (a) dan
Pasal 36 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi
Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24
Tahun 2013, para Pemohon diperintahkan untuk mencatatkan perkawinannya

pada pegawai pencatat nikah pada Kantor Urusan Agama setempat;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang
perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang
Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang
Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada para Pemohon;

Memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan, serta dalil
syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;
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MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;

2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon | (Hasan Djaafar bin
Djaafar) dengan Pemohon Il (Saida Amar bin Madan binti Amar bin
Madan) yang dilaksanakan pada tanggal 27 Juli 1991 di Desa Bulagidun
Tanjung, Kecamatan Gadung, kabupaten Buol;

3. Memerintahkan kepada para Pemohon untuk mencatatkan
perkawinannya pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Gadung, Kabupaten
Buol;

4. Membebankan para Pemohon membayar biaya perkara sejumlah
Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).

Demikian ditetapkan oleh Hakim Tunggal Pengadilan Agama Buol
pada hari Senin, tanggal 18 November 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal
16 Jumadil’Awal 1446 Hijriah oleh Baso Abbas Mulyadi, S.H.I., sebagai Hakim
Tunggal. Penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang
terbuka untuk umum secara elektronik melalui aplikasi e-court oleh Hakim
tersebut, dan didampingi oleh Dwi Sartono, S.H., sebagai Panitera, serta
dihadiri oleh para Pemohon.

Hakim,

Ttd
Baso Abbas Mulyadi, S.H.I.
Panitera,
Ttd

Dwi Sartono, S.H.

Perincian Biaya Perkara:

1. PNBP
a. Pendaftaran Rp30.000,00
b. Panggilan Rp20.000,00
C. Redaksi Rp10.000,00
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2. Biaya Proses Rp80.000,00
3. Biaya Pemanggilan Rp ,00
4. Meterai Rp10.000,00
Jumlah Rp150.000,00

(seratus lima puluh ribu rupiah)

Salinan sesuai dengan aslinya
Panitera,

ttd

Dwi Sartono, S.H.
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